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Abstrak 
Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai 

tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan 

pelayanan publik secara berkala. Selain itu Pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu, Peneliti melakukan pengukuran kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan penataan ruang dan pemukiman dilingkungan Provinsi XYZ. Hasil Penelitian ini 

diperoleh bahwa kualitas pelayanan pada pelayanan penataan ruang dan pemukiman dilingkungan 

Provinsi XYZ dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 62,51 – 81,25. Nilai IKM yang diperoleh yaitu: 

pada 14 unsur pelayanan = 68,90, Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden 

adalah Kemampuan Petugas Pelayanan (rata-rata 2,927) dan yang dianggap kurang memuaskan adalah 

unsur-unsur Ketepatan Jadwal Pelayanan (rata-rata 2,640). 

 

Kata Kunci— Indeks Kepuasan Pelanggan, Pelayanan Publik, Penataan Ruang, Pemukiman 

 

 

I. PENDAHULUAN  

Salah satu upaya guna meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu 

disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas 

pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban 

melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan 

pelayanan publik secara berkala.  

Selain itu, data IKM akan dapat menjadi 

bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang 

masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong 

setiap unit penyelenggara pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan 

informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat 

yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara 

berkala sebagai bahan untuk menetapkan 

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas 

publik selanjutnya. 

Pelayanan Publik dewasa ini yang 

dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak 

dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum 

dapat memenuhi kualitas yang diharapkan 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya 

berbagai keluhan mayarakat yang disampaikan 

melalui media massa dan secara perorangan, 

sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang 

baik terhadap Aparatur Pemerintah. 

Buruknya kinerja pelayanan publik ini 

antara lain belum dilaksanakannya transparansi 

dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan 

publik harus dilaksanakan secara transparan dan 

akuntabel oleh setiap unit pelayanan di instansi 

Pemerintah, karena kualitas kinerja pelayanan 

publik memiliki implikasi yang luas dalam 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat 

antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan 

dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui 

surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, 
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seperti Prosedur dan mekanisme kerja pelayanan 

yang berbelit-belit, tidak konsisten, terbatasnya 

fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga 

tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan 

biaya) serta masih banyak jumpai praktek 

pungutan liar dan tindakan-tindakan yang 

berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lain, 

penyelenggaraan pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah  dalam 

berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya 

masih belum seperti yang diharapkan. 

Sejauh ini, kinerja pelayanan umum 

Pemerintah di mata masyarakat masih dipandang 

kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah 

sekarang ini, lebih dekat dan memahami 

kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat 

melayani. Oleh karena itu, diperlukan paradigma 

baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, 

bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai 

dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri. 

Dalam rangka mengevaluasi kinerja 

pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang 

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan diperlukan langkah strategis untuk 

mendorong upaya Perbaikan pelayanan publik 

melalui Pengukuran Indeks Kepuasaan 

Masyarakat. 

A. Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat 

kinerja unit pelayanan, Indeks Kepuasan 

Masyarakat adalah merupakan gambaran 

tentang kinerja pelayanan unit yang 

bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 

selanjutnya. 

2. Untuk mengetahui perbandingan antara 

harapan dan kebutuhan dengan pelayanan 

melalui Data dan Informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif 

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara 

pelayanan publik. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan 

melalui hasil pendapat dan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang 

diberikan oleh aparatur penyelenggara 

pelayanan publik. 

4. Untuk mengetahui kinerja Aparatur 

penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh Unit pelayanan Penataan ruang dan 

Pemukiman. 

5.  Adanya data dan informasi untuk bahan 

pertimbangan kebijakan yang perlu diambil 

pada waktu yang akan datang dan memacu 

persaingan positif, antar unit penyelenggara 

pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja 

pelayanan. 

6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan. 

7. Untuk mengetahui dan mempelajari segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

B. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, ada 

beberapa manfaat yang bisa diperoleh, antara lain: 

1. Diketahuinya tingkat kinerja penyelengaraan 

pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik. 

2. Adanya data perbandingan antara harapan dan 

kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 

diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

3. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan 

melalui hasil pendapat dan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang 

diberikan oleh aparatur penyelenggara 

pelayanan publik. 

4. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari 

masing-masing unsur dalam penyelenggara 

pelayanan publik. 

5. Diketahuinya gambaran umum tentang kinerja 

unit pelayanan oleh masyarakat. 

6. Memudahkan pihak berwenang dalam 

mempertimbangkan guna penetapan kebijakan 

pada masa yang akan datang. 

7. Munculnya persaingan positif, antar unit 

penyelenggara pelayanan dalam upaya 

peningkatan kinerja pelayanan. 

8. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan  

9. Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat 

secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan 

pelayanan publik pada Unit pelayanan  

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

dengan pendekatan action research, yaitu suatu 

metode yang menyelesaikan suatu indikasi 

keadaan, gejala pada kondisi yang sudah ada dan 

sedang berjalan, yang dilakukan dengan 

pengumpulan data, mentabulasi dan 

mengklarifikasi serta menginterpretasikan 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 
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masalah yang dihadapi dan pada akhirnya usulan 

pengembangan yang dilakukan. 

Diagram alir atau tahapan-tahapan dalam 

melakukan dapat ditunjukkan pada Gambar 1: 

 
Gambar 1 : Diagram Alir Penelitian  

 

 

III. HASIL PENELITIAN 

Dari keseluruhan kuesioner (150 

kuesioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat 

diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil 

pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi 

tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Berdasarkan Keputusan Menpan 

KEP/25/M.PAN/2/2004 memuat 14 unsur 

pelayanan yang harus diukur, yaitu : 

1. Prosedur Pelayanan 

2. Persyaratan Pelayanan 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan 

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

5. Tanggung jawab Petugas Pelayanan 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan 

7. Kecepatan Pelayanan 

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan 

11. Kepastian Biaya Pelayanan 

12. Kepastian Jadwal Pelayanan 

13. Kenyamanan Lingkungan 

14. Keamanan Pelayanan 

 

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 

14 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor  

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 68,902   
dengan angka Indeks sebesar  2.756  maka kinerja 

unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B 

dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai 

interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat = 

62,51 – 81,25. 

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi 

mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Kategorisasi Mutu Pelayanan 

Nilai 

Interval 

IKM 

Nilai 

Interval 

Konversi 

IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja 

Unit 

Pelayanan 

1,00 – 

1,75 

25,00 – 

43,75 

D TIDAK 

BAIK 

1,76 – 

2,50 

43,76 – 

62,50 

C KURANG 

BAIK 

2,51 – 

3,25 

62,51 – 

81,25 

B BAIK 

3,26 – 

4,00 

81,26 – 

100,00 

A SANGAT 

BAIK 

 

Tabel 2 

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan 

Masyarakat (IKM) 14 Unsur Pelayanan 

No. Unsur Pelayanan NRR 

1. Prosedur Pelayanan 2.713333 

2. Kesesuaian Persyaratan 

dengan pelayanan 
2.813333 

3. Kejelasan dan Kepastian 

Petugas Pelayanan 
2.753333 

4. Kedisiplinan Petugas 

Pelayanan 
2.713333 

5. Tanggung Jawab Petugas 

Pelayanan 
2.786667 

6. Kemampuan Petugas 

Pelayanan 
2.926667 

7. Kecepatan Pelayanan 2.731544 

8. Keadilan Mendapatkan 

Pelayanan 
2.72 

9. Kesopanan dan Keramahan 

Petugas 
2.886667 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan 2.693333 

11. Kesesuaian Biaya Pelayanan 2.793333 

12. Ketepatan Jadwal Pelayanan 2.64 

13. Kenyamanan Lingkungan 2.8 

14. Keamanan Pelayanan 2.846667 

 

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan 

menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur 

pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan 

dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 

2,756 atau BAIK merupakan unsur-unsur 

pelayanan yang perlu dipertahankan. 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur 

yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur 

Kemampuan Petugas Pelayanan (rata-rata 

2.926667), sedangkan unsur dengan Nilai Rata-

Rata (NRR) terendah adalah unsur Ketepatan  

Jadwal Pelayanan (rata-rata 2,64). Angka ini 

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan 

paling tinggi diperoleh dari Kemampuan Petugas  

Pelayanan, sedangkan pada Ketepatan Jadwal  

Pelayanan memberikan tingkat kepuasaan paling 

rendah. Nilai Rata-Rata semua unsur belum 

mencapai 3,26 (rata-rata 2,756) hal ini 



 4 

menggambarkan bahwa penilaian masyarakat 

terhadap unsur pelayanan pada umumnya baik dan 

belum merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan 

tersebut, sehingga unsur-unsur dengan NRR 

kurang dari 3,26 perlu ditingkatkan kualitas 

pelayanannya. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah 

pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. 

Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup 

tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 14 (empat 

belas) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat 

dikategorikan belum mencukupi unsur nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat di atas 3,25 mutu pelayanan 

A (Sangat Baik) antara lain : 

1. Prosedur Pelayanan (NRR 2,713) 

2. Persyaratan Pelayanan (NRR 2,813) 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan (NRR 2,753) 

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan (NRR 

2,713) 

5. Tanggung jawab Petugas Pelayanan (NRR 

2,787) 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan (NRR 

2,927) 

7. Kecepatan Pelayanan (NRR 2,732) 

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan (NRR 

2,720) 

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas (NRR 

2,887) 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan (NRR 2,693) 

11. Kepastian Biaya Pelayanan (NRR 2,793) 

12. Kepastian Jadwal Pelayanan (NRR 2,640) 

13. Kenyamanan Lingkungan (NRR 2,800) 

14. Keamanan Pelayanan (NRR 2,847) 

 

IV. KESIMPULAN 

a. Secara umum kualitas pelayanan dipersepsikan 

Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini 

terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 

62,51 – 81,25. Nilai IKM yang diperoleh 

yaitu: pada 14 unsur pelayanan = 68,90 

b. Unsur pelayanan yang dianggap paling 

memuaskan oleh responden adalah 

Kemampuan Petugas Pelayanan (rata-rata 

2,927) dan yang dianggap kurang memuaskan 

adalah unsur-unsur Ketepatan Jadwal 

Pelayanan (rata-rata 2,640). 

c. Dari 14 unsur pelayanan ada 13 (tiga belas) 

unsur yang memiliki NRR dibawah rata-rata 

(2,927). Ketiga belas unsur ini kualitas 

pelayanannya perlu diperbaiki agar tingkat 

kepuasan pengguna layanan merasa sangat 

puas. Unsur-unsur tersebut adalah : 

 Prosedur Pelayanan (NRR 2,713) 

 Persyaratan Pelayanan (NRR 2,813) 

 Kejelasan Petugas Pelayanan (NRR 2,753) 

 Kedisiplinan Petugas Pelayanan (NRR 

2,713) 

 Tanggung jawab Petugas Pelayanan (NRR 

2,787) 

 Kecepatan Pelayanan (NRR 2,732) 

 Keadilan Mendapatkan Pelayanan (NRR 

2,720) 

 Kesopanan dan Keramahan Petugas (NRR 

2,887) 

 Kewajaran Biaya Pelayanan (NRR 2,693) 

 Kepastian Biaya Pelayanan (NRR 2,793) 

 Kepastian Jadwal Pelayanan (NRR 2,640) 

 Kenyamanan Lingkungan (NRR 2,800) 

 

Dari ketigabelas unsur yang kualitasnya 

perlu prioritas diperbaiki, yaitu : Kepastian Jadwal 

Pelayanan. 
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